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* o] ot ‘
tidak sesunj J.Hlung Retribusi Jasa Umum, sudab
ini, sehin dengan perkembangan dan kondisi sast
Iy hul'n;,v;-, p*“f-‘,' perlu diadakan perubahan tarif;
m“m‘“‘uln;rdflf;ﬂrk;m pertimbangan  sebagaimans
“ll[)'at‘{ |t( (t-lhlnl huruf a, periu menctapkan Peraturan
L “n I‘n‘l ]Jcnl}’“han A"ﬁ'l ;2{' . )
1di < s Retribusi Pelayanz
Pendidikan; . i Pelayanan

Mene T " yi
cnpgmpat : 1. I-u:m} .18 Ayat  (6) Undang-Undang Dasar Nagars
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959  tentang
Pembentukan Dacrah-dacrah Tingkat 1 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 1822);
3, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan  Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahzn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahzan
Lembaran Negard republic lndonf:sia Nomor 5587),
gehagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Daerah (Lembaran Negara
- i un 2015 Nomor 58, Tambahan
chubhk mdoz::lfakpiblik Indonesia Nomor 5679);
rura icrah Nomor Tahun 2008 tentang
8, F)cratur;';an Kabupaten poso (Lembaran Dacrah
ecwend ‘
P}éabupatcn poso Tahun 2008 Nomor 1);
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aer 1 tentg !
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2511). Mbaran DSo Tahun 2013 Nomor 6,
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BAB 1|
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pe
raturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

. Daerah ad
, Pemeﬁnmsl%};é{aiupaten Poso.
sebagai unsur fl;a adalah Bupati beserta perangkat daerah
. Bupati adalah }I;ul;)};etl_e;ggara Pemerintahan Daerah.
. Pejabat adal E08 -
retribusi d;hra};fgawal yang diberi tugas tertentu di bidang
sesuai d =
;clzggggan e engan peraturan Perundang
: a
" Badan e;?iiall :galah Kas Daerah Kabupaten Poso.
———" > sekumpulan orang dan/atau modal yang
yan pUEEl dmakl esatuan, baik yang melakukan usaha maupun
terbg melakukan usaha yang meliputi perseroan
a;ltas,_ perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
1;_: a milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
( UMI_J) dengan_ nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperas;, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, _orgamsasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
serta dapat dinikmati oleh orang

kemanfaatan umum
pribadi atau badan.
Retribusi Jasa Umum adalah

disediakan atau diberikan oleh P
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum sert:

inikmati oleh orang pribadi atau badan.
gletlribusi Pelayanan pendidikan adalah pungutan atas

pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis

oleh Pemerintah Daerah.

retribusi atas jasa yang
emerintah Daerah untuk
a dapat
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dl\vaﬁbk peratumn Orang pribadi atau Badan );,al?sgl

termg Unty erundang.y o retribus
11 Stk Pemunglll{t ar?clakukan %Jcr;llc)l:;frin retribust
_auapcr;}?mng retribusi terteg?u_‘ngka[
a ukti erah yang selanjutnya diSINs -
Yang te'lah di]aku]‘::;npﬁmbayaran atffu pcn;etoran re:mbu:z
tem akukan den dengan menggunakan formulir ?t]aui
128 o pembayaran £HI Cara lain ke kas daerah meld
}lljat Clapan }’ang' ditunjuk oleh Bupati. ) ]
disingkat SKRD Retribusi ~Daerah  yang sclarputﬂyd
menentllkan besa adal‘.ih surat ketetapan retribust yang
Surat Ketetapa riya jumlah retribusi yang terutang.
selanjutnya gy, Retribusi Dacrah Lebih Bayar yaré
retribysi yan Inglat SKRD_LB, adalah surat ketetggasi
karena jum] i menentukan jumlah pembayaran retr! u
terutang ataﬁ kredit lebih besar dari pada retribusi yans
14 Surat Tagi SChar'usnya tidak terutang. N
agihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkal
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribuslt
g:né atau sanksi administrasi berupa bunga dan [/ atau
naa.

BAB I
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan
ditetapkan sebagai berikut : .
10.000,00/har1/peserta

a. Golongan IV Rp. : o
b. Golongan III Rp. 7.500,00/ hari/peser

hari/peserta
c. Golongan I dan Golongan II Rp. 5.000,00/har
d. Non Pegawai Negeri Sipil ~ Rp 3,000,00/ hari/peserta

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

ku, Pasal 38 Peraturan
2011 tentang

Peraturan Bupati ini berla
Poso

Pada saa’ Nomor 7 Tahun
n Poso Nom

D aer_ah .Kjb:;) altjmum (Lembaran Daerah 1}{(;ibupatcn

Rcmbusé)l IaNomor 7) dicabut dan tidak berlaku.

Tahun
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